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BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMA.. [AN TENG/...

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2{. TAHUN 2.9

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayvat
{1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Da« 1, Tata Cara FEvaluasi

incangan  Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah, perlu
menectapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Dacrah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-
2024,

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Katingan, Kabupaten
Seruyvan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Rava., dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 4 180};

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):



10.

11.

0.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayvah Nasional {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20106 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentlang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lLLembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20117 tentang
Perubahan Kecdua Atas Peraturan Mentert Datam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Berta  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendahan
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah lentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Linglkungan Hidup Strategis dalam Penvusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengalh Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penecrapan Standar Pelavanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sisitem I[nformasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan
L.embaran Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
S Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
I Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
88):

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Gunung Mas Nomor 118.a);
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Peraturan Dacrah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034%
{(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
210, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 210.a); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
270, Tambahan Lembaran  Daerah  Kabupaten
Gunung Mas Nomor 270.a);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mencngah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2019-2024 (Lembaran [Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2019 Nomer 274, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan olch Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya denga sistem dan prinsip Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

4. Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Bupati dan Wakil Bupati.

JS. Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah vang
sclanjutnya  discbut DPRD  adalah Jembaga
perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penvelenggaraan Urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah.
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Pasal 3

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam

menyusun Renja Perangkat Daerah, RKPD, KUA,

PPAS dan rancangan APBD Kabupaten Gunung Mas

Tahun Anggaran 2019-2024.

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2019-2024, yaitu:

a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat
Daerah pada periode ke-3 RPJPD Tahun 2019-
2024,

b. mewujudkan  integrasi, sinkronisasi, dan
sinergisitas pembangunan antar sektor. antar
wilayah, antar fungsi maupun tingkatan
pemerintahan: dan

¢. penjabaran dar RPJMD Tahun 2019-2024
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra  Perangkat Daerah  disusun  dengan
sistematika sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan;

Bab 11 : Gambaran Pelayanan Perangkat
Dacrah;

Bah [II : Permasalahan dan [Isu  Strategis
Perangkat Daerah,

Bab IV : Tujuan dan Sasaran;

Bab Vv ;. Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta
Pendanaan;

Baly VIl : Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan; dan

Bab VIII : Penutup

Uraian lebih lanjut mengenai Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal §

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung
Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd
YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 473

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR %{s TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2019-2024

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

Uraian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dirinci berdasarkan
masing-masing Perangkat Daerah yang terdiri dari:

SenoUgeIg o ETIITSR O N TR

CcC.

dd.

e,
ff.
gg.

hh.

1.
1

k.

1.

Sckretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitinn Pengembangan:
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial;

Badan Pendapatan Daerah;

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan;
Badan Keuangan dan Aset Daerah:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Dinas Pertanian;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;

Dinas Kebudayvaan dan Pariwisata;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;

Kecamatan Sepang

Kecamatan Kurun;

Kecamatan Rungan Barat;

Kecamatan Kahayan Hulu Utara;

Kecamatan Rungan;

Kecamatan Manuhing;

Kecamatan Mihing Raya;

Kecamatan Damang Batu;

hecamatan Mir Manasa;

Kecamatan Rungan Hulu;

Kecamatan Manuhing Rava; dan

mim. Kecamatan Tewah.





